
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1995 tentang Pembentukan 
Kotamadya Daerah Tingkat II Kendari (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 44, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3602); 

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
5954); 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah 
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja [Lernbaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lernbaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 
Perangkat Daerah (Lernbaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2019 Nomor 187); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang 
Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Le.mbaran Negara Republi.k 

bahwa untuk rnelaksanakan ketentuan Peraturan Menteri 
?emberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 5 
Tahun 2021 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah 
Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, perlu 
menetapkan Peraturan Walikota tentang Susunan Organisasi 
dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan 
Perlindungan Anak Kota Kendari; 

WALi KOTA KENDARI, 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

Mengingat 

Menimbang 

SUSUNAN ORGANISASl DAN TATA KERJA 
DlNAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 

KOTA KENDARI 

TENTANG 

PERATURAN WALi KOTA KENDARI 

NOMOR iO TAHON 2022 

PROVINS! SULAWESI TENGGARA 

WALi KOTA KENDARI 



Dalam Peraturan Wall Kota ini, yang dimaksud dengan : 
1. Kota adalah Kata Kendari 
2. Pernerintah Daerah adalah Wali Kota dan Perangkat 

Daerah sebagai Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang 
memirnpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang 
menjadi kewenangan Pemerintah Kata Kendari 

3. Wali Kota adalah Wali Kota Kendari 

MEMUTUSKAH 
PERATURJW WALi KOTA TENTANG SUSUNAN ORGANISASI 
DAN TATA KERJA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN 
PERLINDUNGAN ANAK KOTA KENDARI 

BABI 
KETENTUAN UMUM 

Paaal 1 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagairnana telah 
diubah dengan Peraturan Pemerinta.h Nomor 17 Tahun 2020 
tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 
2017 tentang Manajemen Pegawai Ncgcri Sipil (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68 tarnbahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 6477); 

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 20 J 5 Nomor 2036) sebagaimana 
telab diubah dengah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 
120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2018 tentang Pembentukan 
Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2018 Nomor 157); 

8. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan 
Perlindungan Anak Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman 
Nomenk.latur Perangkat Daerah Bidang Pemberdayaan 
Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2021 Nomor 826); 

9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 
Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan 
Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional (Serita Negara 
Republik Indonesia Tahun 202.1 Nomor 525); 

10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 
Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang 2021 
tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada 
lnstansi Pemeri:ntah untuk Penyederhanaan Bi:rokrasi 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546); 

11.Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 5 Tahun 2016 
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 
Kota Kendari (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 
2016 Nornor 5) sebagaimana telah diubah beberapa kali 
terakhir dengan .Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 
11 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan 
Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan 
Susunan Perangkat Daerah Kota Kendari (Lembaran 
Daerah Kota Kendari Tahun 2020 Nomor 11); 

Menetapkan 



(1) Perangkat daerah sebagaimana climaksud dalarn Pasal 
3, diklasifikasikan atas Tipe A. 

(2) Penentuan tipe Dinas Pemberdayaan Perempuan dan 
Perlindungan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) berdasarkan hasil pengukuran intensrtas 
penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang 
Pemberdayaan Perernpuan dan Perlindungan Anak. 

(3) Penentuan intensitas penyelenggaraan urusan 
pemerintahan sebagaimana climaksud pada ayat (2), 
dilaksanaka.n berda:sarkan ketentu.an peraturan 
perundang-undangan yang berlaku. 

Pasal 4 

Bagian Ketiga 
Tipe Perangkat Daerah 

Nomcnklatur perangkat daerah sebagaimana dimaksud 
dalarn Pasal 2 adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan 
dan Perltndungan Anak. 

Pasal 3 

Bagian Kedua 
Nomenklatur Perangkat Daerah 

Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerint.ahan 
bidang Pemberdayaan Perempuan dan PerJindungan Anak 
diwadah.i dalam bentuk ctinas. 

Pasal 2 

Bagian Kesatu 
Bentuk Pemngkat Daerah 

BABil 
BENTUK, NOMENKLATUR DAN 

TIPE PERANGKA T DAERAH 

. ' 
.. 

4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Kendari 
5. Dinas adalah Dinas Pernberdayaan Perempuan dan 

Perlindungan Anak Kota Kendari 
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pernberdayaan 

Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Kendari 
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam peoyelenggaraan 
urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, 

8. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya clisingkat 
UPTD adalah unsur pelaksana teknis Dinas yang 
melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau 
kegiatan teknis penunjang tertentu. 

9. Kclompok Jabatan Fungsional adalah sekelompok Jabatan 
yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan 
lungslonal yang berdasarka.n pada keahlian dan 
keterampilan tertentu. 



Dalam rnelaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 6, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan 
Perlindurigan Anak menyelenggarakan fungsi : 
a. perumusan kebijakan bidang pernberdayaan perempuan 

dan perlindungan anak; 
b. pelaksanaan kebijakan bidang pernberdayaan perempuan 

dan perlindungan anak: 
c. pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kritcria bi.dang 

pemberdayaan perempuan dan perlihdungan anak; 
d. pelembagaan pengarusutamaan gender pada lembaga 

pemerintah; 
e. pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, soeial, 

dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan; 
f. pencegahan kekerasan terhadap perempuan yang 

mclibatkan para pihak; 
g. penyediaan Jayanan bagi perempuan korban kekerasan 

yang memerlukan koordinasi; 
h. peningkaran kualitas keluarga dalam rnewujudkan 

kesetaraan gender dan hak anak; 
L penyediaan layanan bagi keluarga dalam mewujudkan 

kesetaraan, gender dan hak anak; 
j. pelembagaan pemenuhan hak anak pada lembaga 

pemerintah, nonpemerintah, dan dunia usaha: 
k. pencegahan kekerasan terhadap anak yang melibatkan 

para pihak; 
L penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan 

perlindungan khusus yang mernerlukan koordinasi; 
m. penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan 

pemberdayaan, lembaga penyedia Jayanan perlindun.gan 
perempuan, lembaga penyedia layanao peningkatan 

Pasal 7 

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 
bertugas mernbarrtu Wali Kota melaksanakan urusan 
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas 
pem.bantuan ill bidang pemberdayaan perempuan dan 
perlindungan anak 

Pasal 6 

(1) Dinas Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan 
Anak merupakan unsur pelaksana urusan 
pemerintahan yang menjadi kewenangan dacrah. 

(2) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan 
Anak dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di 
bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota 
melalui SekreLaris Daerah. 

Pasal 5 

Bagian Kesatu 
Kedudukan Organisasi 

BAB m 
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI 



(1) Sekretariat bertugas melaksanakan urusan 
adm.inistrasi urn urn, menyiapkan baban koordtnasl, 
kepegawaian perencanaan, pengelolaan keuangan, 
per.lengkapan, rumah tangga, pemeliharaan kantor, 
penyusunan program evaluasi dan pelaporan. 

Pasal 10 

Bagian Kedua 
Bagian Sekretariat 

Kcpala Dinas berrugas memimptn, mengkoordtnasikan, 
mengevaluasi dan membina bawahan dalam 
melaksanakan urusan pemerintal,an di bldang 
Pernberdayaan Perempuan. dan, Perlindungan Anak. 

Pasal 9 

Bagian Kesatu 
Kepala Dinas 

BAB IV 
TUGAS DAN FUNGSI 

(1) Susunan Organisasi Dinas Pemberdaya.an Perempuan dan 
Perlindungan Anak, terdiri dari : 
a. Kepala Dinas; 
b. Sekreta.riat; 
c. Bidang Kualitas Hidup Perempuan; 
d. Bidang Pernenuhan Hak Anak; 
e. Bidang Perlindungan Perempuan; 
f. Bidang Perlindungan Khusus Anak; 
g. Unit Pelaksana Teknia Dacrab; cl.an 
h. Kelompok Jabatan Fungsional 

(2) Bagan Susunan Organisasi sebagaimana d.imaksud pada 
ayat (1) tercanturn pada 1ampiran yang rnerupakan bagian 
yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Wali Kota ini 

Pasal 8 

Baglan Kedua 
Susunan Organisasi 

•• 

kualitas hidup anak, dan lembaga penyedia layanan bagi 
anak yang memerlukan perlindungan khusus; 

n. penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan 
peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan 
kesetaraan gender dan hak anak; 

o. pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penya:jian data 
gender dan anak dalam kelembagaan data; 

p. pelaksanaan evaluasi dan pela_poran sesuai dengan lingkup 
tu gas; 

q. pelaksanaan administrasi din.as; dan/at.au 
r. pelaksanaan fungsi lain yang cliberikan oleh atasan terkait 

dengan tugas dan fungsinya 



(1) Bidang Kualitas Hidup Pererupuan bertugas melaksanakan 
koordinasi, fasilitasi dan pembinaan, monitoring, evaluasi 
clan mengendalikan program teknis kualitas hidup 
perempuan. 

(2) Bidang Kualitas Hidup Perempuan dipimpin oleh Kepala 
Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab 
kepada l<epala Dinas. 

Pasal 14 

Bagian Ketiga 
Bidang Kualitas Hldup Perempuan 

(1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 12 ayat (J) huruf a, bertugas 
melaksanakan urusan persuratan, urusan tata usaha, 
kearsipan, urusan kepegawaian, urusan perlengkapan, 
rumah tangga, dan pengclolaan barang rnilik daerah. 

(2) Sub Bagian Perencana sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 12 ayat (1) huruf b, bertugas melaksanakan 
penyiapan laporan kinerja, .koordinasi, dan penyusunan 
rencana program dan anggaran, 

(3) Sub Bagian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
12 ayat (11 huruJ c, bertugas melaksanakan penyiapan 
pcngeJolaan keuangan, penatausahaan, akuntansi, 
penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan. verifikasi 
anggaran, dan pembukuan, 

Pasal 13 

(l) Sekretariat, terdiri atas: 
a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; 
b. Sub Bagian Perencana; 
c. Sub Bagian Keuangan; dan 

(2) Sub Bagian sebagatmana dimaksud pada ayat (1), 
dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada ell bawah 
dan bertanggungjawab kepada Sekretaris. 

Pasal 12 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 10 ayat ( l), Sekretariat, rnenyelenggarakan fungsi : 
a. pelaksanaau koordinasi kegiatan dinas; 
b. penyusunan rencana program dan anggaran: 
c. penyelenggaraan urusan keuangan, perbendaharaan, 

akuntansi, dan verifikasi; 
d. penyelenggaraan urusan ketatausahaan, kerumahtanggaan 

kepegawaian, dan organisasi serta hubungan masyarakat; 
dan 

e. pelaksanaan Iungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai 
dengan tugas dan fungsinya. 

Pasal 11 

(2) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berada ell 
bawab dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. 



(1) Bidang Pemenuhan Hak Anak bertugas melaksanakan 
koordinasi, Iaeilitasi dan pembinaan, monitoring, evaluasi 
dan mengendalikan program teknis Pemenuhan HakAnak 

(2) Bidang Pernenuhan Hak Anak dipimpin oleh Kepala Bidang 
yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada 
Kepala Dinas. 

Paaal 17 

Bagian Keempat 
Bidang Pemenuhan Hak Anak 

Susunan Organisasi Bidang Kualitas Hidup Perempuan 
scbagaimana dimaksud dalam Pasal 14, terdiri alas Kelompok 
Jabatan Fungsional. 

Pasal 16 

Dalam rnelaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalarn 
Pasal 14 ayat (1), Bidang Kualitas Hidup Perempuan 
menyelenggarakan fungsi: 
a. penyiapan perumusan kebija.kan bidang pelembagaan 

pengarusutamaan gender, bidang pernberdayaan 
perempuan bidang politik, hukum, sosial, dan ekonomi, 
bidang peningkat.an kualitas keluarga dalam mewujudkan 
kesetaraan gender, dan bidang penguatan dan 
pengembangan lembaga penyedia Iayanan pcmbcrdayaan 
perernpuan dan lembaga penyedia layanan kualitas 
keluarga; 

b. pelaksanaan kebijakan bidang pelernbagaan 
pengarusutamaan gender, bidang pemberdayaan 
perempuan di bidang politik, hukurn, sosial, dan ekonorni, 
bidang peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan 
kesetaraan gender, dan bidang pcnguatan dan 
pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan 
pcrcmpuan dan kualitas keluarga dalam mewujudkan 
kesetaraan gender; 

c. pengoordinasian pelaksanaan pelembagaan 
pengarusutamaan gender; 

d. penguordinasian dalam pengumpulan, pengolahan, 
analisis, dan penyajian data gender; 

e. pelaksa:naan pengumpulan, pengolahan, analisis, dao 
penyajian data gender; 

f. pelaksanaan monitoring, evaluasi, da:n pelaporan bidang 
pelaksanaan pengarusutamaan gender, bidang 
pernberdayaan perernpuan. di bidang politik, hukurn, sosial, 
dan ekonorni, bidang peningkatan kualitas keluarga dalam 
mewujud.kan kesetaraan gender, bidang penguatan dan 
pengembangan Iembaga penyedia layanan pemberdayaan 
perempuan dan lembaga penyedia layanan kualitas 
keluarga dan dalam pengumpulan, pengolahan, analisis, 
dan penyajian data gender; 

g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai 
denga:n tugas dan fungsinya. 

Pasal 15 



(1) Bidang Perlindungan Perempuan bertugas melaksanakan 
koordinasi, fasilitasi dan pembinaan, monitoring, evaluasi 
dan mengendaltkan program teknis Perlindungan 
Perernpuan 

Pasal 20 

Bagian Kelima 
Bidang Pcrlindungan Perempuan 

Susunan Organisasi Bidang Pemenuhan Rak Anak 
sebagaimana dimak:sud dalam Pasal 17, terdiri atas 
Kelompok -Jabatan Fungsional. 

Pasal 19 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 17 ayat (1), Bidang Pemenuhan Hak Anak 
menyelenggarakan fungsi : 
a. penyiapan perumusan kebijakan bidang pelembagaan 

pemenuhan hak anak, bidang penguatan dan 
pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan 
kualitas hidup anak dan lembaga penyedia layanan 
kualitas keluarga dalam mewujudkan pemenuhan hak 
anak, bidang peningkatan kualitas keluarga dalam 
mewujud.kan pemenuban hak anak, dan bidang 
penyediaan layanan bagi keluarga dalarn mewujudkan 
pemenuhan 'hak anak; 

b. pelaksanaan kebijakan bidang pelembagaan pemenuhan 
hak anak, bidang penguatan dan pengembangan lembaga 
penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak dan 
lembaga penyedia layanan kualitas keluarga dalam 
mewujudkan pemenuhan hak anak, dan bidang 
pcningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan 
pemenuhan hak anak; 

c. pelaksanaan pelayanan bagi keluarga dalam mewujudkan 
pemen uhan hak anak; 

d, pelaksanaan koordinasi dalam pengumpulan, pengolahan, 
analisis, dan penyajian data anak; 

e. pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, analisis, dan 
penyajian data anak; 

f. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan bidang 
pelembagaan pemenuhan hak. anak, bidang penguatan dan 
pengernbangan lembaga penyedia layanan peningkatan 
kualitas hidup anak dan lembaga penyedia layanan 
kualitas keluarga dalam mewujudkan pcmenuhan hak 
anak, bidang peningkatan kualitas keluarga dalarn 
mewujudkan pemenuhan hak anak, bidang penyediaan 
layanan bagi keluarga dalam mewujudkan pemenuhan hale 
anak dan dalam pengumpulan, pengolahan, analisis, dan 
penyajian data anak; 

g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai 
dengan tugas dan fungsinya. 

Pasal 18 

' .. 



(1) Bidang Perlindungan Khusus Anak bertugas 
melaksanakan koordinasi, fasilitasi dan pembinaan, 
monitoring, evaluasi dan mengendalikan program teknis 
Perlindungan Khusus Anak 

(2) Bidang Perlindungan Khusus Anak dipimpin oleh Kepala 
Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab 
kepada Kepala Diuas 

Pasal 23 

Bagian Keenam 
Bidang Perlindungan Khusus Anak 

Susunan Organisasi Bidang Perlindungan Perempuan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, terdiri atas 
Kelompok .Jabatan Fungs.i.onal. 

Pasal 22 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 20 ayat (1), Bidang Perlindungan Perernpuan 
menyelenggarakan fungsi : 
a. penyiapan perumusan kebijakan bidang pencegahan 

kekerasan terhadap perempuan, bidang penyediaan 
layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban 
kekerasan, dan bidang penguatan dan pengembangan 
lembaga penyedia layanan perlindungan perernpuan: 

b. pelaksanaan kebijakan bidang pencegahan kekerasan 
terhadap perempuan dan bidang penguatan dan 
pengembangan Jembaga penyedia layanan perlmdungan 
perempuan; 

c. pengoordinasian pelaksanaan layanan rujukan lanjutan 
bagi perempuan korban kekerasan; 

d. pelaksanaan koordinasi dalam pengumpulan, pengolahan, 
analisis, dan penyajian data perernpuan korban kekerasan; 

e. pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, analisis dan 
penyajian data perempuan korban kekerasan; 

f. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang 
pencegahan kekerasan terhadap perempuan, bidang 
penyediaan layanan rujukan lanjutan bagi perempuan 
korban kekerasan, bidang penguatan dan pengembangan 
lembaga penyedia 1ayanan perlindungan perempuan, dan 
pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data 
perempuan korban kekerasan; dan 

g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan. oleb atasan sesuai 
dengan tugas dan fungsinya. 

(2) Bidang Perlindungan Perernpuan dipimpin oleh Kepala 
Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab 
kepada Kepala Dinas. 

Pasal 21 

.... 



Pasal 26 

1) Pada Dinas dapat dibentuk UPTD untuk me)aksanakan 
kegiatan teknis opersional dan/ atau kegiat.an teknis 
penunjang tertentu. 

2) Kepala UPTD pada Dinas berada di bawah dan 
bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. 

3) Klasifikasi UPI'D terdirt atas: 
a. VPTD Kelas A untuk mewadahi beban kerja yang 

besar dengan jumlah beban kerja 10.000 atau lebih 
jam kerja efektif per tahun: dan 

b. UPTD Kelas B untuk mewadahi beban kerja yang 
kecil denganjumlah beban kerja 5.000 sampai dengan 
kurang dari 10.000 atau lebih jam kerja efektif per 
tahun 

(4) Pembentukan UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota setelah 

Pasal 24 

Dalarn melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 23 ayat (1), Bidang Perlindungan Khusus Anak 
menyelenggarakan fungsi : 
a. penyiapan perumusan kebijakan bi.dang pencegahan 

kekerasan terhadap anak, bidang penyediaan layanan bagi 
anak yang memerlukan perlindungan khusus dan bidang 
penguatau dan pengembangan lembaga penyeclia layanan 
bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus; 

b. pelaksanaan kebijakan bidang pencegahan kekerasan 
terhadap anak dan bidang pcnguatan dan pengembangan 
Iembaga penyedia layanan bagi anak yang mernerlukan 
perlindungan khusus; 

c. pelaksanaan koord.i.nasi bidang penyediaan layanan bagi 
anak yang memerlukan perlindungan khusus: 

d. pelaksanaan koordinasi pengumpulan, pengolahan, 
analists, dan penyajian data kekerasan terbadap anak; 

e. pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, analisis, dan 
penyajian data kekerasan terhadap anak; 

f. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan bidang 
pencegahan kekerasan t.erhadap anak, bidang penyediaan 
layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus, 
pelaporan bidang penguatan dan pengembangan lembaga 
penyedia layanan bagi anak yang memerlukan 
perlindungan khuaus dan dalam pengurnpulan, 
pengolahan, analisis, dan penyajian data kekerasan 
terhadap anak; dan 

g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai 
dengan tugas dan fungsinya. 

Pasal 25 

Susunan Organisast Bidang Perlindungan Khusus Anak 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, terdiri atas 
Kelompok Jabatan Fungsional. 

Bagian Ketujuh 
Unit Pelaksana Teknis Daerah 

. ' 



(lJ Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi 
bawahannya masing-masing dan terjadi penyimpangan 
agar mengambil langkah yang diperlukan sesuai dengan 
ketentuan Peratur'an Perundang-undangan. 

(2) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan 
satuan kerja ber'tanggung jawab memimpm dan 
mengoordinasikan bawahannya serta memberikan 
bimbingan dan petunjuk dalam pelaksanaan tugas, 

(3) Setiap pimp+nan satuan organisasi wajib mengi.kuti dan 
mematuhi petunj uk dan bertanggung jawab kepada 
atasan masing-masing dan menyampaikan laporan 
secara berkala. 

(4) Setiap laporon yang diterima oleh pimpinan satuan 
organisasi dari bawahannya wajib diolah clan 
dipergunakan sebagai bahan uutuk peoyu~unan laporan 
lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada 
bawahan. 

(5) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada 
atasan, tembusan laporan wajlb disampaikan kepada 
satuan o.rganisasi Iain yang secara fungsional 
mempuriayi hubungan kerja. 

Pasal30 

Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan dan 
kelompok jabatan fungsional wajib menerapkan prinsip 
koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam 
lingkungan rnasing-masing maupun antar satuan 
organisasi di Iingkungan Dinas serta dengan instansi lain 
di luar Dinas sesuai dengan tugas masing-masing. 

Pasa.129 

BABV 
TATAKERJA 

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 12 huruf d, Pasal 16, Pasal 19, Pasal 22, dan 
Pasal 25, terdiri dad sejumlah Pegawai Negeri Sipil dalam 
jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai 
kelompok sesuai bidang keahliannya. 

Pasal 28 

Pada ruasing-masing unit kerja di lingkungan Dinas dapat 
diberrtuk sejumlah kelompok jabatan fungsional sesuai 
dengan kebutuhan dan berdasarkan ketcntuan peraturan, 
perundang-undangan. 

Pasal 27 

Bagian Kedelapan 
Kelompok Jabatan Fl.tngsional 

dikonsultasikan secara tertulis kepada Gubernur 
selaku Wakil Pemerintah Pusat. 

.... 



Pada saat peraturan Walikota ini rnulai berlaku, bagi pejabat 
yang saat ini sedang menduduki jabatan tetap melaksanakan 
tugasnya sarnpai dengan penyesuaian jabatan sesual dengan 
nomenklarur baru di lingkungan Dinas Pemberdayaan 
Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Kendari, 

Pasal 34 

BABVIl 
KETENTUAN PERALIHAN 

(1) Kepala Dinas cliangkat dan diberhentikan oleh Wali 
Kota atas usul Sekretaris Daerah. 

(2) Sekretaris, Kepala Bidang dan Kepala Sub Bagian 
cliangkat dan diberhentikan oleh Wah Kota atas usul 
Kepala Dinas melalui Sekretaris Daerah. 

(3) Kepala Dinas merupakan jabatan eselon Ilb atau 
Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama 

(4) Sekretaris merupakan jabatan eselon llla atau .Jabatan 
Administrator 

(5) Kepala Bidang merupakan jabatan eselon lllb atau 
Jabatan Administrator. 

(6) Kepala Sub Bagi.an merupakan jabatan eselon IVa atau 
Jabatan Pcngawas. 

(7) Kepangkatan, pengangkatan dan. pemberhentian 
dalam jabatan strukrural di lingkungan Dinas, 
berpedoman pada ketentuan peraturan perundang­ 
undangan. 

Pa11al 33 

BAB VI 
PENOANGKATAN, PEMBERHENTIAN, KEPANGKATAN, 

DAN ESELONISASI DALAM JABATAIIJ 

At.as dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna masing­ 
masing pejabat dalam Iingkungan Dinas dapat 
mcndclcgasikan kewenangan tertentu kepada pejabat di 
bawahnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

Pasal32 

(1) Dalam hal Kepala Dinas berhalangan, Sekretaris 
rnelakukan tugas Kepala Dinas sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku. 

(2) Dalam hal Sekretaris berhalangan sebagai pelaksana 
Kepala Dinas dapat menunjuk salah satu Kepala Bidang 
untuk mewakili Kepala Dinas 

Pasal 31 

(6) Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan 
organisasi dibantu oleh kepaJa satuan organisasi di 
bawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan 
kepada bawahannya masing-masing wajib mengad.akan 
rapat berkala. 

'' 
.... 



NO MOR 

Diundangkan di Kendari 
pada tanggal, ?, '). - I 2 • 2022 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Wali Kota rm dengan 
penempatannya dalam Betita Daerah Kota. Kendari. 

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada ta.nggal 
diundangkan. 

Pasal 36 

Pada saat Peraturan Wall Kota ini mulai bcrlaku, maka 
Peraturan Wali Kota Nomor 18 Tahun 2022 tentang 
Susunan Organisasl dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan 
Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Kendari dicabut 
clan dinyatakan tidak berlaku. 

Pasal 35 

BABVIIl 
KETENTUAN PENUTUP 

.. ... 
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